DEWAN ETIK
HAKIM KONSTITUSI

BERITA ACARA HASIL PEMERIKSAAN
Nomor: 14/Lap-llI/BAP/DE/2016

Pada hari ini, Rabu, tanggal 13 Oktober 2016, Dewan Etik Hakim Konstitusi

(selanjutnya disebut Dewan Etik) menyimpulkan dan memutuskan hasil

pemeriksaan atas Laporan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi

(selanjutnya disebut Laporan) sebagai berikut:

1. Identitas Pelapor dan Terlapor:

1.1.

T

Nama . Daniel Asmorom, S.H., M.M.

Alamat . Jalan Wesiri, Kecamatan Bintuni, Kabupaten Teluk Bintuni.

Nama . Yohanis Manibuy

Alamat . Kampung Lama, Kecamatan Bintuni, Kabupaten Teluk
Bintuni.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2015, Nomor Urut 3;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Nomor 016/SK-DAYM/JMP-
LF.V/2016 tanggal 17 Mei 2016 memberi kuasa kepada Janter
Manurung, S.H., Muh. Sattu Pali, S.H., Samsudin, S.H., Advokat dan
Konsultan Hukum pada kantor Law Firm Janter Manurung & Partners,
yang beralamat di Rukan Jambore Park, Jalan Jambore Raya, Nomor
100, Cibubur, Jakarta Timur, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama

bertindak atas nama pemberi kuasa;

Untuk selanjutnya disebut sebagai Pelapor;



1.3,

1.4.

1.5.

Terhadap

Nama . Dr. Patrialis Akbar, S.H., M.H.

Pekerjaan : Hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi

Alamat : JI. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat

Nama . Dr. Wahiduddin Adams, S.H., M.A.

Pekerjaan . Hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi

Alamat : JI. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat

Nama . Dr. Suhartoyo, S.H., M.H.

Pekerjaan . Hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi

Alamat : JI. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat

Untuk selanjutnya disebut sebagai Hakim Terlapor.

. Proses Pemeriksaan

Dalam proses pemeriksaan Dewan Etik telah:

2.1.

2.4
2.3.

2.4.

Membaca dan mendalami laporan tertulis dari Pelapor bertanggal 3 Mei
2016 dan Perbaikan Laporan bertanggal 25 Mei 2016;

Mendengarkan penjelasan lisan dari Pelapor pada tanggal 25 Mei 2016;
Mendengarkan penjelasan dan/atau pembelaan dari Hakim Terlapor pada
tanggal 1 Juni 2016;

Memeriksa bukti dari Pelapor berupa Bukti P-1 sampai dengan P-19.

. Pokok-Pokok Isi Laporan Pelapor

Dalam laporan tertulis dan penjelasan lisannya, Pelapor menyampaikan laporan

yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

1.

Bahwa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni
Provinsi Papua Barat dilaksanakan secara serentak pada tanggal 9
Desember 2015 dengan diikuti olen 3 (tiga) pasangan calon, masing-
masing sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk
Bintuni Nomor 26/Kpts/KPU-TB/032.436653/Tahun 2015 tanggal 24
Agustus 2015 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Bintuni Tahun 2015 yaitu:



NO | PASANGAN CALON PARTAI PENGUSUNG % KET
KURSI
1 | Agustinus Manibuy, Spi, | Partai Keadilan Sejahtera,
M.Si dan Rahman Partai Kebangkitan 4 MS
Urbun, S.AP Bangsa,
Partai Amanat Nasional
2 | Ir. Petrus Kasihiw, M.T. | Partai Nasional Demokrat,
dan Matret Kokop, S.H. | Partai Hati Nurani Rakyat 4 MS
3 | Daniel Asmorom, S.H., | Partai Golongan Karya,
M.M. dan Yohanis Partai Persatuan
Manibuy Pembangunan, 11 MS
Partai Demokrasi,
Indonesia Perjuangan
Partai Gerakan Indonesia
Raya

Bahwa setelah dilakukan pencoblosan pada tanggal 9 Desember 2015,
selanjutnya pada tanggal 18 Desember 2015 Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Teluk Bintuni menyelenggarakan Rapat Pleno Rekapitulasi
Penghitungan Perolehan Suara untuk masing-masing pasangan calon di
tingkat Kabupaten dimana hasilnya sesuai Surat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 40/Kpts/KPU-TB/032.436653/Tahun 2015
tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan
Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Bintuni Tahun 2015, sebagai
berikut :

NO PASANGAN CALON JUMLAH PEROLEHAN
SUARA
1 Agustinus Manibuy, Spi, M.Si dan 7.611
Rahman Urbun, S.AP
2 Ir. Petrus Kasihiw, M.T. dan 17.060
Matret Kokop, S.H.
£ Daniel Asmorom, S.H., M.M. dan 17.087
Yohanis Manibuy

Bahwa hasil perolehan suara sebagaimana tersebut di atas, tidak diterima
oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2, kemudian melalui kuasanya
mengajukan permohonan pembatalan terhadap Surat Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 40/Kpts/KPU-



TB/032.436653/Tahun 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Teluk Bintuni Tahun 2015, tanggal 18 Desember 2015 di Mahkamah
Konstitusi Republik Indonesia;

Bahwa setelah melalui prosedur di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi,
maka permohonan Pemohon telah terdaftar dalam register perkara di
Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PHP.BUP-XI/2016 tentang
Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk
Bintuni Provinsi Papua Barat Tahun 2015, dan Panel Hakim yang
ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili permohonan tersebut adalah
Para Hakim Terlapor di atas;

Bahwa substansi dari permohonan pembatalan Surat Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 40/Kpts/KPU-
TB/032.436653/Tahun 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan WVakil
Bupati Teluk Bintuni Tahun 2015, tanggal 18 Desember 2015, yang
diajukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Ir. Petrus Kasihiw,
M.T. dan Matret Kokop, S.H sebagai berikut :

Pemohon mendalilkan telah terjadi perubahan dan pencoretan hasil
perolehan suara pada 4 (empat) TPS di Distrik Moskona Utara, yaituTP$
Moyeba, TPS Mosum, TPS Inofina dan TPS Meristim (dalil permohonan

Pemohon nomor 6 halaman 5 —7).

Perolehan Suara di Distrik Moskona Utara menurut Termohon
(KPU Kab. Teluk Bintuni)

No TPS PEROLEHAN SUARA
No. Urut 1 No. Urut 2 No. Urut 3
1 | Moyeba 0 8 526
2 | Mosum 0 15 214
3 | Inofina 0 72 241
4 | Meristim 0 13 122
Total 0 108 1103




Perolehan Suara di Distrik Moskona Utara menurut Pemohon

No TPS PEROLEHAN SUARA
No. Urut 1 No. Urut 2 No. Urut 3
1 | Moyeba 1 126 405
2 | Mosum 0 107 k|
3 | Inofina 9 i 232
4 | Meristim 2 29 101
Total 12 334 859

Bahwa setelah Para Hakim Terlapor mendengar keterangan saksi dan ahli

yang diajukan oleh Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait, serta
memeriksa bukti surat-surat yang ada, selanjutnya pada tanggal 25
Februari 2016 Para Hakim Terlapor membacakan Putusan Sela yang

amarnya berbunyi sebagai berikut :

“AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

Menolak Eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Perkara:

Sebelum menjatuhkan putusan akhir,

1) Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk
Bintuni, Provinsi Papua Barat, untuk melakukan Pemungutan Suara
Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni
Tahun 2015 di TPS 1 Moyeba, Distrik Moskona Utara, dalam jangka
waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak putusan ini
diucapkan;

2) Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan supervisi
terhadap dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi
Papua Barat dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni
dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;

3) Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk melakukan
supervisi terhadap dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilu

Provinsi Papua Barat yang selanjutnya mensupervisi Panitia Pengawas



Pemilihan Kabupaten Teluk Bintuni dalam rangka pelaksanaan amar
putusan ini;

4) Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Papua Barat, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk
Bintuni; serta Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas
Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat, dan Panitia Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni, untuk melaporkan secara
tertulis kepada Mahkamah hasil Pemungutan Suara Ulang tersebut
paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak selesainya rekapitulasi
penghitungan suara di TPS 1 Moyeba, Distrik Moskona Utara;

5) Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia c.q
Kepolisian Daerah Provinsi Papua Barat, untuk melakukan
pengamanan proses Pemungutan Suara Ulang sampai dengan laporan
pemungutan suara ulang tersebut disampaikan kepada Mahkamah,

sesuai dengan kewenangannya.”

Bahwa dalam pertimbangan hukum Putusan Sela Mahkamah tanggal 25
Februari 2016 halaman 159 alinea ketiga dan keempat (3.14) “Menimbang
bahwa sebelum memberikan penilaian terhadap pokok permohonan,
Mahkamah menerangkan bahwa para pihak telah mengajukan bukti tertulis,
antara lain, dokumen yang dibuat dan dipergunakan dalam rekapitulasi
penghitungan suara. Bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dimaksud
telah diperiksa oleh Mahkamah, namun hasil pemeriksaan tersebut,
Mahkamah membutuhkan bukti tambahan sebagai pembanding, karena
didalam dokumen yang telah diserahkan oleh para pihak sebagai alat bukti
terdapat berbagai ketidakjelasan terkait penulisan (berupa pencoretan)
maupun adanya ketidaksesuaian angka perolehan suara masing-
masing pasangan calon’. ‘“Berdasarkan pertimbangan tersebut,
Mahkamah memerintahkan kepada Termohon (Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Teluk Bintuni) agar melengkapi bukti-bukti di dalam persidangan
Mahkamah. Selanjutnya, terhadap perintah Mahkamah tersebut,
Termohon mengajukan bukti berupa 1 (satu) kotak suara TPS yang

dinyatakan berisi berbagai macam dokumen yang diperlukan terutama
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dokumen C1 KWK Plano (Asli Berhologram) dan Formulir Model C,

C1-KWK.KPU, dan Lampiran Model C1 KWK untuk 4 (empat) TPS yang

dipermasalahkan oleh Pemohon di Distrik Moskona Utara. Keempat

TPS dimaksud adalah TPS 1 Mosum, TPS 1 Meristim, TPS 1 Inofina,

dan TPS 1 Moyeba’,

Selanjutnya dalam pertimbangan hukum halaman 160 alinea pertama,

Mahkamah menegaskan, “Terhadap satu kotak suara yang diajukan

Termohon tersebut, Mahkamah telah membukanya di depan persidangan

pada tanggal 2 Februari 2016 dan tanggal 4 Februari 2016. Setelah kotak

suara dibuka, didapatkan fakta bahwa di dalam kotak suara dimaksud
terdapat beberapa ketidaksesuaian dari ketentuan yang seharusnya.

Antara lain, terdapat campuran berbagai macam dokumen dan alat coblos

vang digabung dari 4 (empat) TPS ke dalam 6 (enam) kantong plastik

terpisah. Mahkamah menemukan dokumen antara lain, sebagai berikut” :

1) Formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK
untuk TPS 1 Inofina dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1
memperoleh 9 (sembilan) suara; Pasangan Calon Nomor Urut 2
memperoleh 72 (tujuh puluh dua) suara; dan Pasangan Calon Nomor
Urut 3 memperoleh 232 (dua ratus tiga puluh dua) suara;

2) Formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK
untuk TPS 1 Meristim dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1
memperoleh 2 (dua) suara; Pasangan Calon Nomor Urut 2
memperoleh 29 (dua puluh sembilan) suara; dan Pasangan Calon
Nomor Urut 3 memperoleh 101 (seratus satu) suara;

3) Formulir Model DA-KWK dan Model DAA KWK untuk Moyeba,
Meristim, Inofina, dan Mosum tanpa ada tulisan;

Selanjutnya dalam pertimbangan hukum halaman 164 alinea pertama dan

alinea ketiga (3.16.3), Mahkamah menegaskan, “Dalam kaitannya dengan

pengubahan Formulir C1-KWK Plano tersebut, dalam persidangan
terungkap adanya Formulir C1-KWK yang angkanya sama dengan

angka dalam Formulir C1-KWK Plano setelah perubahan (vide bukti T-

011 dan bukti PT-15). Namun dalam Formulir C1-KWK Plano tersebut

masih terlihat jelas angka dan huruf/tulisan sebelum dicoret dengan
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angka dan huruf/tulisan setelah dicoret’. Pada alinea ketiga, “Mahkamah

juga menemukan fakta, berdasarkan bukti dan keterangan para saksi,

bahwa rekapitulasi di tingkat Kabupaten Teluk Bintuni dilakukan dengan
membuka dan mancatat hasil perolehan suara yang tertulis pada

Formulir C1-KWK Planoyang telah dicoret/diubah (vide bukti TG-002

serta keterangan Panwas Kabupaten Teluk Bintuni dan saksi Pemohon

bernama Mohammad Jen Fimbay). Dalam persidangan, saksi Mohommad

Jen Fimbay menerangkan telah menyatakan keberatan atas hasil

rekapitulasi di tingkat Kabupaten, sebab yang dibacakan oleh KPU

Kabupaten adalah Formulir C1-KWK Plano yang dicoret-coret dan tidak

disertai dengan Formulir DA-KWK, bahkan Ketua KPU Kabupaten

bernama Ahmad Subuh Refideso dalam persidangan menyatakan tidak
mengetahui apakah ada atau tidak ada pleno di tingkat Distrik Moskona

Utara, sebab tidak mengetahui keberadaan Ketua Distrik Moskona Utara’,

Bahwa mencermati isi pertimbangan hukum Putusan Sela Mahkamah di

atas, terbukti bahwa 4 (empat) TPS yang dipermasalahkan oleh Pemohon

di Distrik Moskona Utara, yaitu TPS 1 Mosum, TPS 1 Meristim, TPS 1

Inofina, dan TPS 1 Moyeba terletak di Distrik Moskona Utara, ternyata

setelah dilakukan pemeriksaan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak

dan mendengarkan keterangan saksi, maka ditemukan fakta hukum
berupa:

a. Terdapat berbagai ketidakjelasan terkait penulisan (berupa pencoretan)
maupun adanya ketidaksesuaian angka perolehan suara masing-
masing pasangan calon;

b. Setelah kotak suara dibuka, didapatkan fakta bahwa di dalam kotak
suara dimaksud terdapat beberapa ketidaksesuaian dari ketentuan yang
seharusnya;

c. Formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK
untuk TPS 1 Inofina dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1
memperoleh 9 (sembilan) suara; Pasangan Calon Nomor Urut 2
memperoleh 72 (tujuh puluh dua) suara; dan Pasangan Calon Nomor

Urut 3 memperoleh 232 (dua ratus tiga puluh dua) suara;



10.

d. Formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK
untuk TPS 1 Meristim dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1
memperoleh 2 (dua) suara; Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh
29 (dua puluh sembilan) suara; dan Pasangan Calon Nomor Urut 3
memperoleh 101 (seratus satu) suara;

e. Formulir Model DA-KWK dan Model DAA KWK untuk Moyeba, Meristim,
Inofina, dan Mosum tanpa ada tulisan;

f. Adanya Formulir C1-KWK yang angkanya sama dengan angka dalam
Formulir C1-KWK Plano setelah perubahan;

g. Masih terlihat jelas angka dan huruf/tulisan sebelum dicoret dengan
angka dan huruf/tulisan setelah dicoret;

h. Rekapitulasi di tingkat Kabupaten Teluk Bintuni dilakukan dengan
membuka dan mancatat hasil perolehan suara yang tertulis pada
Formulir C1-KWK Plano yang telah dicoret/diubah;

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan
Mahkamah di atas, jika ditinjau dari pendekatan keadilan formal
(prosedural) maka dokumen yang berada dalam kotak suara untuk 4
(empat) TPS di Distrik Moskona Utara dan hasil perolehan suara masing-
masing pasangan calon adalah tidak benar, sedangkan jika ditinjau dari
pendekatan keadilan substantif yang selalu dikembangkan oleh Mahkamah,
maka seharusnya Para Hakim Terlapor dalam amar Putusan Sela
mengadili  sebelum  menjatuhkan  putusan  akhir, menyatakan:
“Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk
Bintuni, Provinsi Papua Barat, untuk melakukan Pemungutan Suara
Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni
Tahun 2015 di TPS 1 Mosum, TPS 1 Meristim, TPS 1 Inofina, dan TPS 1
Moyeba Distrik Moskona Utara, dalam jangka waktu paling lama 30
(tiga puluh) hari kerja sejak putusan ini diucapkan’;

Bahwa oleh karena dalam Putusan Sela Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-
XIV/2016 tanggal 25 Februari 2016, Para Hakim Terlapor tidak
memutuskan untuk memerintahkan kepada KPU Kabupaten Teluk Bintuni

Provinsi Papua Barat, untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang
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11.

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2015 di
TPS 1 Mosum, TPS 1 Meristim dan TPS 1 Inofina Distrik Moskona Utara,
maka terbukti Para Hakim Terlapor telah lalai atau kurang cermat
dalam menangani Perkara a quo;

Bahwa selain kelalaian dan kekurang cermatan yang dilakukan oleh Para

Hakim Terlapor dalam Putusan Selanya, hal tersebut terulang kembali

dalam Putusan Akhir Nomor 101/PHP.BUP-XIV/2016 tanggal 28 April 2016,

yaitu:

a) Dalam pertimbangan hukum halaman 104 alinea kesatu, alinea kedua,
alinea ketiga, dan alinea keempat (3.8), Mahkamah menegaskan,
“Menimbang bahwa pertimbangan hukum mengenai kesepakatan adat,
yang menurut KPPS dilakukan di TPS 1 Moyeba dalam pemungutan
suara ulang tangal 19 Maret 2016, Menurut Mahkamah tidak dapat
dilepaskan dari pertimbangan hukum atas fakta pelaksanaan
pemungutan suara sebelumnya di TPS dan/atau wilayah yang sama’;
“Terkait pemungutan suara Pilkada Teluk Bintuni Tahun 2015 yang
dilaksanakan di TPS 1 Moyeba pada tanggal 9 Desember 2015, Pihak
Terkait menerangkan bahwa terdapat kesepakatan adat di empat TPS
di Distrik Moskona Utara, yaitu TPS Moyeba, TPS Inofina, TPS
Meristim, dan TPS Mosum?”,

“Pertimbangan Mahkamah terhadap dalil demikian telah diuraikan
dalam pragraf (3.16) Putusan Sela Mahkamah Nomor 1 01/PHP.BUP-
XIV/2016 bertanggal 25 Februari 2016, yang kemudian Mahkamah
memutuskan “.... Pemungutan suara ulang di TPS 1 Moyeba, Distrik
Moskona Utara, tersebut harus dilaksanakan dengan cara berpegang
pada prinsip-prinsip pemilihan umum yang langsung, umum, bebas,
rahasia, jujur, dan adil”;

“Menurut Mahkamah penerapan kesepakatan adat di empat TPS
dimaksud tidak dapat dibenarkan karena, pertama pemilihan secara
langsung merupakan indikator yang menyatakan bahwa pemilih telah
meninggalkan sistem kesepakatan. Kedua, berdasarkan Putusan
Mahkamah Nomor 06-32/PHPU-DPD/XI1/2014, bertanggal 25 Juni 2014
dan Putusan Mahkamah Nomor 1/PHPU.PRES-XII/2014 bertanggal 21
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b)

Agustus 2014, menyatakan bahwa beberapa daerah yang dalam Pemilu
telah menerapkan cara pencoblosan, maka daerah tersebut tidak lagi
diakui keberadaan sistem kesepakatan”;

Dalam pertimbangan hukum halaman 105 alinea kedua (3.9) dan alinea
ketiga (3.10), Mahkamah menegaskan, “Menimbang bahwa dalam
kaitannya dengan pelaksanaan pemungutan suara ulang di TPS 1
Moyeba pada tanggal 19 Maret 2016 yang dilakukan KPPS dengan
mendasarkan pada kesepakatan adat, tanpa mengijinkan pemilih untuk
masuk dan mencoblos sendiri surat suaranya, Mahkamah menegaskan
bahwa pada Pilkada tanggal 9 Desember 2015 (sebelum PSU) dan
pada pemilu-pemilu sebelumnya, di TPS 1 Moyeba tidak dipergunakan
kesepakatan adat mengenai pembagian suara. Dengan demikian,
terlepas dari apakah masing-masing ketua adat yang membuat
kesepakatan adat pada tanggal 29 Februari 2016 adalah ketua adat
yang secara de facto membawahkan wilayah Moyeba dan karenanya
berhak membuat kesepakatan adat, menurut Mahkamah kesepakatan
mengenai penentuan hasil perolehan suara dalam PSU untuk masing-
masing pasangan calon bukaniah kesepakatan yang dapat diterapkan di
TPS 1 Moyeba. Dengan demikian hasil pemungutan suara ulang di TPS
1 Moyeba bertanggal 19 Maret 2016 menurut Mahkamah tidak dapat
dirujuk sebagai hasil perolehan suara yang sah bagi masing-masing
pasangan calon’”,

“Menimbang bahwa mengenai pencoblosan beberapa atau semua surat
suara oleh perwakilan Kepala Suku setelah diberikan kesempatan oleh
KPPS, menurut Mahkamah hal demikian dikecualikan dari pelanggaran
pemilihan umum dan pemilihan Kepala Daerah secara langsung oleh
rakyat jika pemungutan suara memang dilakukan berdasarkan
kesepakatan adat. Namun sebaliknya, Mahkamah menilai pencoblosan
sejumlah surat suara oleh KPPS atau oleh perwakilan Kepala Suku di
daerah yang tidak menerapkan kesepakatan adat merupakan
pelanggaran pemilihan umum dan pemilihan Kepala Daerah secara

langsung oleh rakyat”,
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c) Dalam pertimbangan hukum halaman 106 alinea kesatu kedua (3.11),
Mahkamah menegaskan, ‘“Menimbang  bahwa  berdasarkan
pertimbangan hukum pragraf (3.7) sampai dengan pragraf (3.10) di
atas, karena menurut Mahkamah kesepakatan di TPS 1 Moyeba
bukanlah kesepakatan adat yang dapat diterapkan dalam pemungutan
suara ulang di TPS 1 Moyeba, maka pemungutan suara yang dilakukan
oleh KPPS dengan cara memberikan kesepakatan kepada perwakilan
Kepala Suku untuk mencoblos sejumlah surat suara, harus dinyatakan

tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat”,

12. Bahwa setelah membaca dan mencermati isi pertimbangan hukum Putusan
Akhir Mahkamah di atas, terbukti bahwa dalam pelaksanaan pemungutan
suara ulang (PSU) di TPS 1 Moyeba dilaksanakan dengan cara
menggunakan “Hasil Kesepakatan Sidang Adat” yang dilaksanakan pada
tanggal 29 Februari 2016 oleh 4 (empat) Kepala Suku, Tokoh Adat, Tokoh
Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Perempuan, Lembaga Masyarakat Adat
Moskona (LMA Moskona), dan masyarakat setempat sebagai keterwakilan
dari seluruh masyarakat adat yang tinggal dan berdiam di Kampung
Moyeba Distrik Moskona Utara, sehingga Mahkamah setelah memeriksa
bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi yang diajukan oleh para
pihak, ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa menurut keterangan saksi Termohon dan saksi Pihak Terkait,
saat dilaksanakan pemilu Bupati dan Wakil Bupati sebelumnya, pemilu
Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2012, pemilu legislatif tahun
2014, pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, di Kampung
Moyeba Distrik Moskona Utara, pencoblosan dilakukan dengan
menggunakan “Kesepakatan Adat”. Pertimbangan Para Hakim Terlapor
yang menyatakan pada pemilu-pemilu sebelumnya pencoblosan di TPS
1 Moyeba dilakukan dengan tanpa menggunakan “Kesepakatan Adat”
adalah pertimbangan yang diambil dari keterangan saksi Pemohon
saja, tanpa menyandingkan dengan keterangan saksi-saksi dari

Termohon dan saksi Pihak Terkait;
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b. Bahwa cara masyarakat adat di TPS 1 Moyeba melakukan

pencoblosan dengan menggunakan “Hasil Kesepakatan Sidang Adat”
dapat dibenarkan dan tidak menyimpang dari peraturan perundang-
undangan yang berlaku, karena model atau cara kearifan lokal
demikian telah dijamin dan dihormati oleh Konstitusi, yaitu Pasal 18 B
dan Pasal 28 | ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara
Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 43 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus
Papua. Namun di dalam pertimbangan hukumnya Para Hakim
Terlapor, tanpa dasar dan bukti yang kuat telah mengkebiri,
membelenggu dan memasung hak-hak masyarakat adat Kampung
Moyeba dengan menyatakan perolehan sejumlah surat suara yang
dicoblos oleh Kepala Suku dengan dasar “Kesepakatan Adat”, harus
dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,
dengan alasan terdapat pemilih yang ingin menggunakan haknya
namun dilarang oleh petugas KPPS, tetapi Para Hakim Terlapor tidak
bisa menjelaskan dan membuktikan lebih lanjut tentang siapa nama
pemilih (orang-orang) yang dilarang atau dihalang-halangi untuk
melakukan pencoblosan tersebut, apakah orang-orang dimaksud
tersebut benar adalah warga yang berdiam dan tinggal di Kampung
Moyeba, karena faktanya pada saat PSU dilaksanakan terdapat
beberapa orang yang di mobilisasi dari Kabupaten Manokwari dan
Distrik Bintuni — Kabupaten Teluk Bintuni masuk di Kampung
Moyeba Distrik Moskona Utara, Kabupaten Teluk Bintuni untuk
melakukan pencoblosan, dimana orang-orang dimaksud adalah
orang yang lahir di Kampung Moyeba tetapi berdiam dan tinggal
serta menggunakan hak pilihnya di wilayah Kabupaten Manokwari
dan di Distrik Bintuni — Kabupaten Teluk Bintuni pada saat
dilaksanakan Pemilihan Bupati di Kabupaten Manokwari dan
Kabupaten Teluk Bintuni;

Penerapan kesepakatan adat atau aklamasi dalam pemilihan Bupati
dan Wakil Bupati masih dapat diterapkan sepanjang hal tersebut

merupakan kearifan lokal dalam suatu wilayah tertentu, berlaku secara
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turun temurun dan diakui oleh masyarakat adat di wilayah tersebut.
ltulah sebabnya, terkait dengan kesatuan masyarakat hukum adat serta
hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan
perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI yang diatur dalam
Undang-Undang serta identitas budaya dan hak masyarakat tradisional
dijamin dan dihormati oleh Konstitusi sebagaimana termuat dalam
Pasal 18B dan Pasal 28l ayat (3) UUD Tahun 1945;

Sistem Kesepakatan Adat atau Aklamasi yang diterapkan oleh
masyarakat adat Kampung Moyeba baik dalam Pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati Kab. Teluk Bintuni maupun pada saat Pemungutan Suara
Ulang (PSU) tanggal 19 Maret 2016 di TPS 1 Moyeba, tidak dapat
dipisahkan dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
171/PHPUD-VIII/2010 pada halaman 94 dimana model atau sistem
kesepakatan adat/aklamasi diterapkan oleh masyarakat Kampung
Bayeda Distrik Teluk Arguni Kabupaten Kaimana pada saat Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2010 dan hal ini telah dimaklumi oleh
Mahkamah dengan mempertimbangkan “asas kemanfaatan®. Begitu
pula hal yang sama terjadi pada masyarakat Kampung Kensi Lama
Distrik Arguni Atas, dimana Mahkamah berpendapat sebagaimana
telah diuraikan dalam pragraf 3.17.3 bahwa seandainya mekasime
pemilihan melalui pesan adat tersebut benar terjadi atas kesepakatan
para saksi pasangan calon, tetapi tata cara demikian sebenarnya tetap
tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
terutama berkaitan dengan asas pemilihan umum langsung, umum,
bebas dan rahasia. Namun demikian, Mahkamah perlu
mempertimbangkan kembali “asas kemanfaatan” bahwa sejumlah 53
suara sebagaimana didalilkan oleh Pemohon tidaklah dapat mengubah
peringkat perolehan suara dari masing-masing pasangan calon karena
selisih suara antara pasangan calon terpilih dengan Pemohon sebesar
1.373 suara;

Bahwa hal serupa juga pernah terjadi pada saat dilaksanakan
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tambrauw Provinsi

Papua Barat, dimana pencoblosan dilakukan oleh masyarakat
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Kampung/Desa Miri, Desa Yabouw, Desa Ayae, Desa Meis, Desa
Siakwa dan Desa Tabamsere Kabupaten Tambrauw adalah
pencoblosan dengan menggunakan model atau cara “Kesepakatan
Bersama atau Aklamasi” dan hal ini telah diterima oleh Mahkamah
dengan pertimbangan “Asas Kemanfaatan’ Putusan MK Nomor
89/PHPU.D-IX/2011 halaman 178 — 179, menjelaskan:

“I13.16.3] Bahwa Pemohon mendalilkan terjadi kecurangan dan

pelanggaran dalam penyelenggaraan pemungutan suara yang terjadi di

beberapa desa yang dilakukan oleh orang yang tergabung dalam Tim

Pihak Terkait yang sangat merugikan Pemohon, yang terjadi di Desa

Miri, Desa Yabouw, Desa Ayae, Desa Meis, Desa Siakwa, dan Desa

Tabamsere, serta terjadi pengancaman dari Tim Pihak Terkait kepada

Tim Pemohon (vide dalil permohonan Pemohon angka 12 huruf B;

Mahkamah menemukan fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

o Masyarakat setempat mayoritas adalah orang tua yang tidak bisa
baca-tulis. Dengan kondisi tersebut, dan untuk menghindari surat
suara rusak, orangorang yang tidak mampu baca-tulis tersebut dapat
langsung maju ke depan dan menyebut nama kandidat, dan pihak
penyelenggara yang mencobloskan;

o Karena jarak antar kampung/desa yang jauh, maka atas
kesepakatan bersama antara kepala kampung, tokoh masyarakat,
saksi pasangan calon, dan pihak penyelenggara, pencoblosan surat
suara dilakukan di wilayah desas/kampung yang terdekat dengan
tempat pelaksanaan pleno tingkat distrik;

o Kepala kampung, tokoh masyarakat, saksi pasangan calon, dan
pihak penyelenggara juga menyepakati perihal perolehan suara
masing-masing pasangan calon, sehingga pencoblosan hanya
dilakukan oleh perwakilan atau beberapa orang saja, termasuk
penyelenggara juga ikut mencoblos beberapa surat suara, sesuai
kesepakatan tersebut di atas;

o Terjadi kesepakatan bersama antara kepala kampung, tokoh
masyarakat, saksi pasangan calon, dan pihak penyelenggara untuk
memberikan suara lebih banyak kepada Kandidat Pasangan Calon
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yang merupakan putra daerah atau orang asli Tambrauw yaitu
Pasangan Calon Pihak Terkait;

e Bahwa sejak pelaksanaan Pemilu sebelumnya seperti Pileg dan
Pilpres Tahun 2009, masyarakat pedalaman Papua Barat sudah
terbiasa melakukan kesepakatan untuk memilih kandidat tertentu;

Bahwa berdasarkan fakta di atas, Mahkamah menilai pelaksanaan

pemungutan suara di keenam kampung/desa a quo sesuai dengan

sistem “kesepakatan bersama” atau “aklamasi” sebagaimana

tercantum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 47-

81/PHPU.A-VII/2009, bertanggal 9 Juni 2009. Oleh karenanya, dalil

Pemohon a quo harus dinyatakan tidak terbukti menurut hukum;”

Bahwa kedua yurisprudensi Putusan Mahkamah di atas, patut dijadikan

pertimbangan hukum atau dijadikan Yurisprudensi dalam memeriksa

dan mengadili Perkara Nomor 101/PHP.BUP-XIV/2016, karena kedua

Putusan Mahkamah tersebut adalah hasil Pemilihan Bupati dan

Wakil Bupati Kabupaten Kaimana dan Kabupaten Tambrauw yang

berada di Provinsi Papua Barat. Namun hal tersebut tidak dijadikan

pijakan oleh Para Hakim Terlapor, tetapi sebaliknya Para Hakim

Terlapor menyatakan penerapan kesepakatan adat di empat TFS

dimaksud tidak dapat dibenarkan karenapertama pemilihan secara

langsung merupakan indikator yang menyatakan bahwa pemilih telah
meninggalkan sistem kesepakatan. Kedua, berdasarkan Putusan

Mahkamah Nomor 06-32/PHPU-DPD/XII/2014, bertanggal 25 Juni 2014

dan Putusan Mahkamah Nomor 1/PHPU.PRES-XII/2014 bertanggal 21

Agustus 2014, menyatakan bahwa beberapa daerah yang dalam

Pemilu telah menerapkan cara pencoblosan, maka daerah tersebut

tidak lagi diakui keberadaan sistem kesepakatan. Padahal, kedua

putusan ini substansinya membahas tentang pencoblosan dengan
menggunakan kesepakatan di Kabupaten yang berada di wilayah

Provinsi Papua, bukan di Provinsi Papua Barat;

Bahwa dalam amar putusannya nomor 3 dan 4, Para Hakim Terlapor

juga telah menghilangkan hasil perolehan suara yang diberikan oleh

masyarakat yang mendukung pelapor dan yang diperoleh Pelapor saat
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13.

14.

15.

Pemungutan Suara tanggal 9 Desember 2015 di TPS 1 Moyeba, Distrik
Moskona Utara. Penghilangan hasil perolehan suara masyarakat adat
yang berdiam dan tinggal di Kampung Moyeba (TPS Moyeba) baik
sebelum Pemungutan Suara Ulang (PSU) dilaksanakan maupun
setelah Pemungutan Suara Ulang (PSU) dilaksanakan adalah
merupakan perbuatan dan tingkah laku sebagai hakim yang melanggar
konstitusi, yaitu Pasal 18B ayat (2) UUD Tahun 1945, Uundang-Undang
tentang Pemilu dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, kepada Tergugat selaku
Penyelenggara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten
Teluk Bintuni Tahun 2015;

Bahwa oleh karena Para Hakim Terlapor dalam Pertimbangan Hukum
Putusan Akhirnya telah mengkebiri, membelenggu dan memasung hak-
hak masyarakat adat Kampung Moyeba dengan menyatakan perolehan
sejumlah surat suara yang dicoblos oleh Kepala Suku dengan dasar
“Kesepakatan Adat’, harus dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai
kekuatan hukum mengikat, kemudian menghilangkan perolehan suara
masyarakat adat di TPS 1 Moyeba dan tidak mengakui hasil “Kesepakatan
Adat” yang sudah merupakan kebiasaan dalam masyarakat setempat saat
melakukan pencoblosan dalam pemilu, sedangkan sistem dan cara
kearifan lokal tersebut telah dijamin dan dihormati oleh konstitusi melalui
Pasal 18B dan Pasal 281 UUD Tahun 1945, maka terbukti Para Hakim
Terlapor telah lalai atau kurang cermat dalam menangani Perkara a
quo;

Bahwa selain kedua kelalaian dan kekurang cermatan Para Hakim Terlapor
dalam menangani perkara a quo, ternyata amar Putusan Mahkamah Nomor
101/PHP.BUP-XIV/2016 tanggal 28 April 2016 adalah ultra petita, yaitu
Para Hakim Terlapor mengabulkan tuntutan Pemohon melebihi dari apa
yang dimohonkan oleh Pemohon;

Bahwa dalam Petitum Permohonan Pemohon tertanggal 4 Januari 2016

dan Petitum Permohonan Perbaikan Pemohon tertanggal 2 Januari 2016,
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Pemohon dalam Petitumnya meminta Ketua Mahkamah Konstitusi

berkenan memeriksa dan memutus sebagai berikut :

¢ Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;

e Membatalkan dan menyatakan tidak sah serta tidak mempunyai
kekuatan hukum mengikat Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 40/Kpts/KPU-TB/032436653/Tahun
2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan
Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Bintuni Tahun
2015 tanggal 18 Desember 2015 dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Bintuni
Tahun 2015 di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Teluk Bintuni tanggal 18 Desember 2015;

 Menetapkan perolehan suara masing-masing pasangan calon Bupati dan
Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni dalam Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2015 yang benar adalah sebagai
berikut :

No Urut Nama Pasangan Calon Perolehan Suara Sah
1 Agustinus Manibuy, S.Pi, M.Si dan 7.623
Rahman Urbun, SAP
2 Ir. Petrus Kasihiw, M.T. dan Matret 17.286
Kokop, S.H. (PEMOHON)
3 Daniel Asmorom, S.H., M.M. dan 16.823
Yohanis Manibuy

s Menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk
Bintuni pasangan calon Nomor Urut 2 atas nama Ir. Petrus Kasihiw, M.T.
dan Matret Kokop, S.H. sebagai Pasangan Calon Terpilih dalam
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2015;

e Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Putusan ini.

_ Bahwa amar Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIV/2016 tanggal

28 April 2016 sebagai berikut:

“Mengadili,

1) Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;

2) Membatalkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Teluk Bintuni Nomor 40/Kpts/KPU-TB/032436653/Tahun 2015 tentang
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Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Bintuni Tahun 2015 tanggal 18
Desember 2015 pukul 19.30 WIT dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Bintuni
Tahun 2015 di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Teluk Bintuni tanggal 18 Desember 2015, beserta
lampirannya, sepanjang mengenai perolehan suara masing-masing
pasangan calon di 4 (empat) TPS di Distrik Moskona Utara, yaitu TPS 1
Moyeba, TPS 1 Mosum, TPS 1 Inofina, dan TPS Meristim;

3) Membatalkan hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon
pada pemungutan suara ulang di TPS 1 Moyeba, Distrik Moskona Utara;

4) Menetapkan perolehan suara yang benar untuk masing-masing
pasangan calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten
Teluk Bintuni Tahun 2015 di TPS 1 Moyeba, di Distrik Moskona Utara,
adalah sebagai berikut .

4.1. Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh nihil;
4.2 Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh nihil;
4.3 Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh nihil;

5) Menetapkan perolehan suara yang benar untuk masing-masing
pasangan calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten
Teluk Bintuni Tahun 2015 di TPS 1 Inofina, di Distrik Moskona Utara,
adalah:

5.1 Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 9 (sembilan) suara;

5.2 Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 72 (tujuh puluh dua)
suara;

5.3 Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 232 (dua ratus tiga
puluh dua) suara;

6) Menetapkan perolehan suara yang benar untuk masing-masing
pasangan calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten
Teluk Bintuni Tahun 2015 di TPS 1 Meristim, di Distrik Moskona Utara,
adalah:

6.1 Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 2 (dua) suara;
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17.

18.

19.

20.

6.2 Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 29 (dua puluh sembilan)

suara;

6.3 Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 101 (seratus satu)
suara;

7) Menetapkan perolehan suara yang benar untuk masing-masing
pasangan calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten
Teluk Bintuni Tahun 2015 di TPS 1 Mosum, di Distrik Moskona Utara,
adalah:

7.1 Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak memperoleh suara;

7.2 Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 107 (seratus tujuh)
suara;

7.3 Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 121 (seratus dua puluh
satu) suara;

8) Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni untuk
melaksanakan putusan ini;

9) Menolak dalil Pemohon untuk selain dan selebihnya.”

Bahwa dari isi amar Putusan di atas, ternyata amar nomor 3 sampai
dengan amar nomor 7 adalah tuntutan yang tidak pernah dimohonkan
oleh Pemohon dalam Petitumnya, sehingga amar Putusan demikian dapat
dikatakan bahwa telah mengabulkan tuntutan Pemohon melebihi dari apa
yang dimohonkan Pemohon dalam petitumnya;

Bahwa disisi lain, yang aneh dalam amar putusan tersebut adalah
tuntutan Pemohon dalam petitum butir 3 tidak dikabulkan oleh Para Hakim
Terlapor, padahal hal itu sudah menjadi kewajiban hukumnya;

Bahwa tindakan Para Hakim Terlapor yang mengabulkan tuntutan
Pemohon melebihi dari apa yang dimohonkan Pemohon dalam
petitumnya adalah merupakan pelanggaran etik yang tidak dapat ditolerir.
Oleh karena itu, sudah sepantasnya Para Hakim Terlapor dimaksud
sepatutnya diberikan sanksi etik berupa pelanggaran berat;

Bahwa terlepas dari pelanggaran etik di atas, Para Hakim Terlapor juga
telah melakukan "Diskriminasi Dalam Memeriksa Perkara". Dalam perkara
Nomor 120/PHP.BUP-XIV/201 6 Tentang PHP Bupati dan Wakil Bupati
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21;

22.

Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara, Para Hakim Terlapor
menerbitkan Putusan Sela untuk kedua kalinya terhadap hasil
Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 4 Kelurahan Raha 1, TPS 4
Kelurahan Wamponiki dan TPS 1 Desa Maropo, dengan pertimbangan
karena adanya temuan pemilih ganda dan pemilih yang sudah meninggal
dalam DPT di 3 (tiga) TPS tersebut yang dikuatkan oleh Surat Keterangan
Lurah yang merupakan pelanggaran prosedural, sehingga Para Hakim
Terlapor dalam Putusan Selanya memerintahkan kembali untuk dilakukan
Pemungutan Suara Ulang (PSU) kembali. Penerapan diskriminasi dalam
pemeriksaan perkara tersebut telah menonjol karena pada saat
Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 1 Moyeba, Para Hakim Terlapor
menemukan bahwa penyelenggara (KPPS) memberikan kesempatan
kepada 4 (empat) Kepala Suku Kampung Moyeba untuk melakukan
pencoblosan dengan menggunakan kesepakatan adat dan tidak
memberikan hak pilih kepada orang-orang yang datang untuk
menggunakan hak pilihnya pada saat Pemungutan Suara Ulang (PSU)
dilaksanakan. Menurut kami, pelanggaran ini juga merupakan pelanggaran
prosedural, sehingga untuk memenuhi keadilan, kepastian hukumdan
kemanfaatan hukum, maka seharusnya Pemungutan Suara Ulang (PSU)
di TPS 1 Moyeba harus diulang kembali. Namun hal ini tidak dilakukan
diperintahkan oleh Para HakimTerlapor;

Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 062/PHPU-B-
11/2004 juga menyatakan bahwa Mahkamah sebagai pengawal konstitusi
berkewajiban menjaga agar secara kualitatif pemilu berlangsung dengan
prinsip-prinsip yang telah digariskan oleh Pasal 22E ayat (1) dan ayat (95)
UUD Tahun 1945, yang intinya menentukan pemilu dilaksanakan secara
langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Iltu sebabnya dalam
beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi terdapat perintah kepada
penyelenggara pemilu untuk melaksanakan penghitungan ulang atau
bahkan pemilu ulang apabila Mahkamah berpendapat asas-asas tersebut
dilanggar;

Bahwa secara konstruksi normatif, tata cara pemungutan suara ditentukan

dengan cara pencoblosan atau pencontrengan oleh setiap pemilih secara

21



23.

24.

29,

langsung dan rahasia. Konstruksi ini mengalami perkembangan dalam
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PHPU. D-X/2012 mengenai
PHPU Kepala Daerah Kabupaten Dogiyai, yang menyatakan bahwa
pemungutan suara yang dilakukan dengan mekanisme dan tata cara
hukum adat adalah SAH;

Bahwa Mahkamah berpendapat bahwa KPU tidak dapat menghapus,
menghilangkan, dan meniadakan hak pilih masyarakat karena hak
konstitusional masyarakat yang berdaulat di dalam Pasal 1 ayat (2) UUD
Tahun 1945. Penyelenggara pemilu tidak boleh melanggar pengakuan dan
perlindungan kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak
tradisionalnya yang dijamin dalam Pasal 188 UUD tahun1945;

Bahwa pemilihan di Distrik Moskona Utara diambil melalui kesepakatan
masyarakat. Penyelenggara pemilu tidak dapat mempertentangkan antara
pemungutan suara berdasarkan hukum adat (kesepakatan masyarakat)
dan pemungutan suara berdasarkan hukum formal karena mekanisme
pemungutan suara berdasarkan kesepakatan masyarakat tersebut
didsarkan pada hukum adat yang berlaku di daerah setempat dan tidak
diatur dalam Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pemerintahan
Daerah. Sekalipun mekanisme pemungutan suara dengan cara
kesepakatan masyarakat tersebut tidak diatur secara eksplisit dalam
Undang-undang Pemilu dan Undang-undang Pemerintahan Daerah,
namun konstitusi memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap
masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya. Pengakuan dan
perlindungan masyarakat adat dan hak-hak tradisionalnya diatur dalam
Pasal 18B ayat (2) UUD Tahun 1945;

Bahwa pemilihan dengan cara kesepakatan masyarakat telah mendapat
legitimasi dari Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukum Putusan
Nomor 47-81/PHPU.A-VII/2009 tanggal 9 Juni 2009. Perlindungan hak-hak
masyarakat hukum adat tersebut juga diatur dalam Pasal 51 ayat (1) huruf

b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
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3.1. Permohonan Pelapor kepada Dewan Etik

B

Berdasarkan fakta hukum di atas, maka sangat jelas Para Hakim Terlapor

telah melakukan kelalaian dan kekurangcermatan dalam memeriksa

perkara a quo, sehingga Pelapor sangat dirugikan. Oleh karena itu,

beralasan hukum Pelapor meminta dan memohon kepada Majelis Dewan

Etik Hakim Konstitusi untuk memberikan keputusan sebagai berikut:

1

Menyatakan bahwa Pelapor dan laporan telah memenuhi syarat
prosedural sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi
Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Majelis Kehormatan Mahkamah
Konstitusi dan Peraturan Dewan Etik Nomor 1 Tahun 2014 Tentang
Mekanisme Kerja dan Tatacara Pemeriksaan Laporan dan Infomasi;
Menyatakan bahwa Para Hakim Terlapor telah melakukan kelalaian
dan kekurangcermatan yang berpotensi Pelanggaran Berat atas Kode
Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi;

Memberi teguran peringatan berat secara lisan dan tertulis kepada
Para Hakim Terlapor; Patrialis Akbar, Wahiduddin Adams, dan
Suhartoyo, agar lebih cermat dan berhati-hati dalam memeriksa,
mengadili, dan memutus perkara-perkara Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati;

Mengusulkan pembentukan Majelis Kehormatan untuk

membebastugaskan Para Hakim Terlapor tersebut;

Atau, apabila Dewan Etik berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-

adilnya.

Bukti-Bukti yang Diajukan oleh Pelapor

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pelapor telah mengajukan bukti-

bukti yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-19, yang telah

disahkan dalam rapat pemeriksaan Dewan Etik tanggal 25 Mei 2016,

sebagai berikut:
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No.

Kode
Bukti

Nama Bukti

P-1

Keputusan KPU Kab. Teluk Bintuni No. 26/Kpts/KPU-
TB/032.436653/Tahun 2015 tentang Penetapan Calon
Bupati dan Wakil Bupati Teluk Bintuni Tahun 2015

P-2

Keputusan KPU Kab. Teluk Bintuni No. 40/Kpts/KPU-
TB/032.436653/Tahun 2015  tentang Penetapan
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan
Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Bintuni
Tahun 2015

Permohonan PHP Kabupaten Teluk Bintuni kepada
Mahkamah Konstitusi

Putusan MK No. 101/PHP.BUP-XIV/2016 tentang PHP
Kabupaten Teluk Bintuni. (Putusan Sela)

Keputusan Sidang Adat Kampung Moyeba, Distrik
Muskona Utara, Kabupaten Teluk Bintuni

Formulir Model C-KWK tentang Berita Acara Pemungutan
dan Penghitungan Suara di TRS No. 1
Kelurahan/Kampung Moyeba, Distrik Muskona Utara,
Kabupaten Teluk Bintuni

P-7

Surat Dewan Adat Papua No. 1025/DAP.Wil
l1I/Kep.Brg./Dob/I111/2016  perihal ~ Mendukung  Hasil
Keputusan Masyarakat Adat Kampung Moyeba terhadap
Kesepakatan Pemungutan Suara Ulang di TPS 1.

P-8

Surat Aliansi Masyarakat Adat Papua Barat (AMA-PB)
Provinsi Papua Barat No. 001/AMA-PB/III/2016 perihal
Dukungan Atas Pelaksanaan Pemilihan Suara Ulang
Distrik Moskona Utara TPS 1 Kampung Moyeba,
Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat

Putusan MK No. 101/PHP.BUP-XIV/2016 tentang PHP
Kabupaten Teluk Bintuni. (Putusan Akhir)

10

Putusan MK No. 171/PHPU.D-VIII/2010 tentang PHPU
Kabupaten Kaimana Tahun 2010.

11

Putusan MK No. 89/PHPU.D-IX/2011 tentang PHPU
Kabupaten Tambrauw, Provinsi Papua Barat Tahun
2011.

1

Putusan MK No. 120/PHP.BUP-XIV/2016 tentang
Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Kabupaten Muna tahun 2015

13

P-13

Putusan MK No. 24/PHP.BUP-XIV/2016 tentang
Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Kabupaten Mambramo Raya tahun 2015

14

P-14

Formulir Model C1-KWK TPS 01 Kelurahan/Kampung
Sara, Distrik Kaitaro, Kabupaten Teluk Bintuni

15

P-15

Formulir Model C1-KWK TPS 01 Kelurahan/Kampung
Moyeba, Distrik Moskona Utara, Kabupaten Teluk Bintuni

16

P-16

Formulir Model C1-KWK TPS 03 Kelurahan/Kampung
Inofina, Distrik Moskona Utara, Kabulaten Teluk Bintuni

il

P-17

Formulir Model C1-KWK TPS 02 Kelurahan/Kampung |
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Mosum, Distrik Moskona Utara, Kabulaten Teluk Bintuni

18 | P-18 | Formulir Model C1-KWK TPS 04 Kelurahan/Kampung

Meristim, Distrik Moskona Utara, Kabulaten Teluk Bintuni

19 | P-19 | Formulir Model C1-KWK TPS 01, Kelurahan/Kampung

Suga, Distrik Kaitaro, Kabupaten Teluk Bintuni

4. Pokok-pokok Penjelasan dan Pembelaan Hakim Terlapor
4.1. Hakim Dr. Patrialis Akbar, S.H., M.H.
Dalam Rapat Pemeriksaan Dewan Etik pada tanggal 1 Juni 2016, Hakim

Terlapor Dr. Patrialis Akbar, S.H., M.H.,, menyampaikan keterangan

dan/atau pembelaan secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa berkenaan dengan adanya laporan dari Pihak Terkait perkara
Nomor 101/PHP.BUP-XIV/2016 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni dapat disampaikan,
pertama mengenai dugaan kurang cermat, Hakim Terlapor
menyampaikan telah melaksanakan secara maksimal dalam proses
persidangan dan telah mengakomodir secara seksama, para pihak
dapat sepuas-puasnya menyampaikan keterangan, tidak pernah ada
salah satu pihakpun yang di halangi, agar semua pihak merasa
ditampung permasalahnnya jadi dibuka persidangan secara seluas-
luasnya. Kedua, mengenai kesepakatan adat, dalam hal ini
penyelenggara pemilu adalah KPU, kemudian pengawasan yaitu
Panwas, didalam persidangan KPU menyatakan bahwa selama ini di
Teluk Bintuni tidak pernah dilakukan pemungutan menggunakan
noken atau kesepakatan adat, demikian juga ada saksi yang diajukan
atau seseorang yang dulu adalah anggota DPRD periode sebelumnya
yang mengatakan bahwa dulu pada waktu pemilihan tidak
menggunakan kesepakatan adat;

Bahwa dalam persidangan, Pihak Terkait juga mendatangkan Ahli
yaitu Saldi Isra yang menjelaskan terkait sistem adat dari Sabang
sampai Merauke, kemudian Kuasa Hukum KPU menanyakan dari
mana saudara Ahli mengetahui sehingga dapat membahas sistem

adat disitu. Terhadap pertanyaan KPU tersebut, Ahli Saldi Isra
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menjawab tidak mengetahui dengan mengatakan ahli hanya
membaca dari keterangan Pihak Terkait;

Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dan keterangan para
penyelenggara di 4 TPS yang dipersoalkan, bahwa semuanya
mengatakan melalui mekanisme pemilihan secara langsung, para
penyelenggara di TPS itu tidak satupun mengetahui adanya
kesepakatan adat. Mereka baru mengetahui ada kesepakatan adat
konon kabarnya vyaitu setelah selesai pemilihan dan penghitungan
suara yang hasilnya yaitu Pihak Terkait kalah telak, baru kemudian
kepala adat yang bernama Simon Orocomna mengamuk kenapa bisa
kalah. Akan tetapi, masalah penghitungan suara sudah selesai,
akhirnya diduga mengenai suara dan teli-telinya ini diubah ditingkat
kecamatan, yang mengubah adalah ketua PPD dan ketua PPD yang
juga menjadi saksi dipersidangan MK. Namun dalam hal ini ketua KPU
Kabupaten Teluk Bintuni heran dengan ketua PPD, kerena memang
tidak pernah melakukan penghitungan suara, kemudian juga mengapa
yang dirubah hanya teli-telinya aja sedangkan berita acaranya yang
resmi tidak dirubah;

Bahwa dalam penyelanggaraan PSU, kalau Pelapor mendalilkan
adanya diskriminasi dalam penanganan perkara, menurut Hakim
Terlapor hal itu kondisinya berbeda, kalau di Kabupaten Muna itu
penyelenggarannya bagus artinya sesuai dengan perintah dari MK,
tetapi hanya ada bukti baru saja dipersidangan. Sedangkan di
Kabupaten Teluk Bintuni dari awal posesnya sudah kacau balau, DPT
tidak dibagikan, nama orang juga tidak dipanggil, polisi juga tidak bisa
masuk, KPU mulai dari pusat hingga kabupaten/kota tidak ada,
bahkan diusir, hal itu semua ada bukti videonya;

Bahwa sebelumnya Keputusan KPU yang memenangkan pihak terkait
didasarkan pada waktu penghitungan di Kabupaten, mereka hanya
menghitung suara berdasarkan hasil yang coret-coret, jadi kalau hasil

yang coret-coret Pihak Terkait yang menang;
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Bahwa berdasarkan fakta yang ada di persidangan MK mengagetkan
semua pihak, karena ada coret-coret, jadi yang dicoret-coret ini tidak
bersesuaian dengan formulir KWK 1 asli;

Bahwa di MK juga sudah ada beberapa Putusan yang
mempertimbangkan kalau di tempat sebagaimana dimaksud tidak
pernah ada noken atau kesepakatan adat;

Bahwa baik KPU, masyarakat, para saksi, maupun mantan anggota
DPRD mengatakan kalau di distrik yang dipermasalahkan itu tidak
pernah menggunakan noken atau kesepakatan adat, artinya
dilaksanakan secara luber dan jurdil. Jadi jika dikatakan ada
diskrimanatif dalam penanganan perkara perselisihan Hasil Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni tahun 2015 itu tidak

benar.

4.2. Hakim Dr. Suhartoyo, S.H., M.H.
Dalam Rapat Pemeriksaan Dewan Etik pada tanggal 1 Juni 2016, Hakim

Terlapor Dr. Suhartoyo, S.H., M.H., menyampaikan keterangan dan/atau

pembelaan secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa terkait kesepakatan adat itu juga menjadi dinamika dalam
Rapar Permusyawaratan Hakim (RPH), tetapi hal itu merupakan fakta
yang ada dalam persidangan dari pihak terkait yang kekeh dengan
argumentasi kesepakatan adat itu, namun dalam hal ini Pemohon dan
KPU mengatakan bahwa selama ini sudah tidak pernah menggunakan
kesepakatan adat. Oleh karena hal itu semua merupakan fakta yang
ada dalam persidangan, maka diakomodir dan kemudian dibawa ke
RPH, ada yang menyatakan bahwa untuk di daerah Moskona Utara
itu adalah wilayah yang sudah tidak diperkenankan menggunakan
sistem noken sebagaimana yang terdapat dalam Putusan MK
sebelumnya;

Bahwa jika melihat masyarakatnya sebenarnya terlihat sedernana,
tetapi jika melihat cara berfikimya seperti Saksi-Saksi sudah maju.
Tetapi Alasan kami mengusulkan kepada RPH bahwa yang paling
krusial adalah adanya pelanggaran yang dilakukan oleh ketua KPPS
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yang dia mencoblos sisa surat suara yang jumlah tidak diketahui
secara persis tapi dalam jumlah yang banyak;

o Bahwa terkait kenapa Majelis Hakim Konstitusi tidak memerintahkan
untuk PSU di 4 TPS tetapi hanya 1 TPS, karena yang terbukti dalam
fakta pesidangan hanya 1 TPS yang itu terdapat pelanggaran UU.
Sehingga tidak benar kalau dikatakan ada diskriminasi, karena yang
menjadi Masalah dan menjadi fakta persidangan hanya di Moyeba,
yang lain-lain memang ada coretan-coretan, tetapi untuk alasan yang
menjadi pintu masuk untuk PSU adalah di Moyeba;

e Bahwa menyikapi hasil PSU, menurut Majelis Hakim memang kalau
akan mengambil sikap untuk di PSU kembali mungkin akan lebih

banyak mudharatnya, jadi hal itu semua sudah menjadi Putusan RPH;

4.3. Hakim Dr. Wahiduddin Adams, S.H., M.A.

Dalam Rapat Pemeriksaan Dewan Etik pada tanggal 1 Juni 2016, Hakim

Terlapor Dr. Wahiduddin Adams, S.H., M.A., menyampaikan keterangan

dan/atau pembelaan secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

¢ Bahwa terkait laporan Pelapor, hal yang ditonjolkan oleh Pelapor
adalah mempersoalkan mengapa yang di PSU hanya ada di TPS 1
yaitu di Moyeba tetapi tidak di Inovina, Meristim, dan Mosum.
Terhadap hal tersebut menurut Hakim Terlapor bahwa di Moyeba
yang bermasalah dan terkena ketentuan Pasal 112 Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 2015;

e Bahwa kejadian di Moyeba sebagaimana disampaikan oleh Bapak
Patrialis Akbar dan Bapak Suhartoyo yaitu karena diperkirakan yang
memenangkan Pihak Terkait itu berkurang sehingga diperintahkan
untuk dicoret-coret dan dilakukan pencoblossn oleh KPPS yang
menganggap berdasarkan kesepakatan adat, tetapi ternyata
dilaksanakan dengan Luber dan Jurdil dan tegas telah dikatakan di
Putusan MK harus dilaksanakan secara Luber dan Jurdil, jadi hal itu
dapat menutup kalau nanti dilaksanakan secara noken atau

kesepakatan adat.

28



5. Pendapat Dewan Etik
Setelah mendalami dengan cermat laporan Pelapor beserta bukti yang
diajukan, serta penjelasan dan/atau pembelaan para Hakim Terlapor, Dewan
Etik berpendapat sebagai berikut:
a. Tentang Legal Standing Pelapor:

e Pasal 9 Peraturan Dewan Etik Nomor 1 Tahun 2014 tentang Mekanisme
Kerja dan Tatacara Pemeriksa Laporan dan Informasi (selanjutnya
disebut PDE 1/2014) menentukan dalam ayat (1) bahwa “Laporan adalah
Japoran dari perseorangan, kelompok orang, lembaga atau organisasi
mengenai dugaan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Hakim
Terlapor, baik terkait dengan proses penanganan perkara konstitusi
maupun di luar penanganan perkara konstitusi’; ayat (2) menyatakan
bahwa “Laporan yang terkait dengan penanganan perkara konstitusi
disampaikan ke Dewan Etik paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga)
bulan setelah putusan perkara a quo diucapkan dan Hakim Terlapor
masih aktif sebagai Hakim Konstitusi”;, kemudian ayat (4) menyatakan
bahwa “Laporan akan diproses dalam Rapat Pemeriksaan apabila: a)
dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia yang benar dan baik; b)
mencantumkan secara jelas identitas Pelapor berdasarkan lampiran
identitas diri yang sah; c¢) mencantumkan secara jelas identitas Hakim
Terlapor; d) memuat uraian yang jelas mengenai dugaan pelanggaran
Kode Etik yang dilakukan oleh Hakim Terlapor; dan e) dalam Petitum
tidak meminta Dewan Etik untuk menganulir putusan Mahkamah.”

e Bahwa berdasarkan pemeriksaan atas laporan Pelapor, Dewan Etik
menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1) Laporan diajukan oleh Daniel Asmorom, S.H., M.M., dan Yohanis
Manibuy yang merupakan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati
dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni
Tahun 2015, Nomor Urut 3, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 9
ayat (1) PDE 1/2014;

2) Laporan bertanggal 3 Mei 2016 dan diperbaiki tanggal 25 Mei 2016
terkait dengan proses penanganan Perkara Nomor 101/PHP.BUP-
XIV/2016 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil
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Bupati Kabupaten Teluk Bintuni Provinsi Papua Barat Tahun 2015
yang telah diputus oleh Mahkamah dengan Putusan Sela pada
tanggal 25 Februari 2016 dan Putusan Akhir pada tanggal 28 April
2016, sehingga laporan memenuhi syarat yang ditentukan dalam
Pasal 9 ayat (2) PDE 1/2014;

3) Laporan ditulis dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar, cukup
jelas identitas Pelapornya, para Hakim Terlapornya, dan dugaan
pelanggaran Kode Etik yang didugakan, serta tidak memuat petitum
yang meminta Dewan Etik menganulir Putusan Mahkamah, sehingga
memenuhi syarat Pasal 9 ayat (4) PDE 1/2014.

o Bahwa dengan demikian, laporan Pelapor memenuhi ketentuan Pasal 9
ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) PDE 1/2014, sehingga memenuhi syarat
untuk dilanjutkan dalam tahap Pemeriksaan Perkara Dugaan

Pelanggaran Kode Etik;

b. Tentang Substansi Laporan:

e Bahwa substansi laporan Pelapor pada pokoknya menduga bahwa
Hakim Terlapor telah lalai dan kurang cermat dalam memeriksa,
mengadili dan memutus Perkara Nomor 101/PHP.BUP-XIV/2016 tentang
Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk
Bintuni Provinsi Papua Barat Tahun 2015, yaitu sebagai berikut:

1) Menurut Pelapor, berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam
persidangan Mahkamah Konstitusi, terdapat 4 (empat) TPS yang
dipermasalahkan oleh Pemohon, yaitu TPS 1 Mosum, TPS 1
Meristim, TPS 1 Inofina, dan TPS 1 Moyeba yang terletak di Distrik
Moskona Utara. Namun dalam Putusan Sela Nomor 101/PHP.BUP-
XIV/2016 tanggal 25 Februari 2016, Mahkamah Konstitusi hanya
memerintahkan kepada KPU Kabupaten Teluk Bintuni untuk
melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 1 Moyeba,;

2) Bahwa Putusan Akhir Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PHP.BUP-
XIV/2016 tanggal 28 April 2016 yang pada pokoknya menegaskan
bahwa pada Pilkada tanggal 9 Desember 2015 (sebelum PSU) dan
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pada pemilu-pemilu sebelumnya, di TPS 1 Moyeba tidak
dipergunakan kesepakatan adat mengenai pembagian suara,
sehingga menurut Mahkamah penerapan sistem kesepakatan adat di
TPS 1 Moyeba tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum
mengikat. Terhadap pertimbangan Mahkamah tersebut, menurut
Pelapor hal itu telah mengkebiri, membelenggu dan memasung hak-

hak masyarakat adat Kampung Moyeba;

o Terhadap kedua hal subtantif tersebut di atas, Dewan Etik berpendapat
sebagai berikut:

1) Tentang substansi laporan Pelapor yang mempersoalkan Putusan
Sela Mahkamah yang amarnya memerintahkan untuk PSU hanya
ada di TPS 1 Moyeba, tetapi tidak dilaksanakan juga di Inovina,
Meristim, dan Mosum, Dewan Etik menyampaikan hal-hal sebagai
berikut:

a. Bahwa Hakim Terlapor dalam memeriksa, mengadili dan
memutus perkara a quo telah didasarkan pada fakta
persidangan, sebagaimana telah diperkuat juga dengan
keterangan lisan Hakim Terlapor yang menyatakan bahwa dalam
proses persidangan perkara a quo para pihak telah diakomodir
secara seksama, tidak pernah ada salah satu pihak yang
dihalang-halangi, sehingga Hakim Terlapor berkeyakinan bahwa
hanya di 1 TPS Moyeba yang harus dilakukan PSU karena
prosesnya bermasalah dan melanggar ketentuan Pasal 112
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintan Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
Menjadi Undang-Undang;

b. Menurut Dewan Etik, Putusan Sela Mahkamah yang
memerintahkan dilakukan PSU hanya di TPS 1 Moyeba telah
tepat dan memiliki dasar alasan yang kuat, sehingga tidak

terbukti adanya pelanggaran Kode Etik;
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2) Bahwa mengenai penerapan sistem kesepakatan adat, Dewan Etik

menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

a.

Bahwa Dewan Etik dalam memberikan penilaian mengenai
substansi laporan yang berkaitan dengan sistem pemilihan
melalui kesepakatan adat, dalam hal ini Dewan Etik berpegang
pada pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 06-
32/PHPU-DPD/XI1/2014 bertanggal 25 Juni 2014 dan Putusan
Nomor 1/PHPU.PRES-XII/2014 bertanggal 21 Agustus 2014
yang pada pokoknya menyatakan bahwa “Sistem noken alau
sistem ikat hanya dapat diakui di tempat-tempat yang selama ini
memang selalu dilaksanakan secara terus menerus. Menurut
Mahkamah, sistem noken atau sistem ikat tidak boleh
dilaksanakan di tempat-tempat yang selama ini tidak pernah
menggunakan sistem noken. Apabila di suatu daerah sudah
tidak lagi memakai sistem yang sebelumnya memakai sistem
noken, maka untuk daerah tersebut tidak lagi diakui keberadaan
sistem noken’;

Bahwa mengenai wilayah kebudayaan Papua yang masih
menggunakan sistem pemilihan melalui kesepakatan adat dapat
ditemukan dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 1/PHPU.PRES-XII/2014 bertanggal 21 Agustus 2014
yang menyatakan, “Bahwa sistem pemilihan  dengan
menggunakan noken yang telah dikukuhkan keabsahannya
berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 47-
81/PHPU.ANII/2009, memang sesuai dengan kebudayaan
masyarakat orang asli Papua, terutama masyarakat orang asli
Papua yang mendiami daerah Pegunungan Tengah, yakni
wilayah kebudayaan Mee Pago dan La Pago. Mengenai wilayah
kebudayaan Mee Pago dan La Pago ini adalah dua wilayah
kebudayaan dari tujuh wilayah kebudayaan di Provinsi Papua
dan Provinsi Papua Barat, yang telah mendapatkan pengukuhan
secara yuridis formil berdasarkan Perdasus Nomor 4 Tahun
2005 dan Perdasus Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pemilihan
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Anggota Majelis Rakyat Papua. Wilayah Kebudayaan Mee Pago
meliputi wilayah administrasi Pemerintahan Kabupaten Nabire
(sebagian wilayah), Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Deiyai,
Kabupaten Paniai, Kabupaten Intan Jaya, dan Kabupaten
Mimika. Wilayah kebudayaan La Pago melipufi wilayah
administrasi Pemerintahan Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten
Puncak, Kabupaten Nduga, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten
Lanny Jaya, Kabupaten Mamberamo Tengah, Kabupaten
Tolikara, Kabupaten Yalimo, Kabupaten Pegunungan Bintang,
dan Kabupaten Yahukimo”,

Bahwa Dewan Etik juga telah membaca baik risalah persidangan
maupun Putusan Mahkamah a quo khususnya bagian mengenai
keterangan KPU Kabupaten Teluk Bintuni dan KPU Provinsi
Papua Barat yang pada intinya menegaskan bahwa pada tahun-
tahun sebelumnya termasuk pada tanggal 9 Desember 2015
mekanisme pemilihan di Kampung Moyeba Distrik Moskona
Utara dilaksanakan secara langsung, dalam arti selama ini
pemilihan di Teluk Bintuni tidak pernah dilakukan sistem
pemilihan melalui kesepakatan adat;

Bahwa Dewan Etik telah memberi kesempatan sebanyak tiga
kali kepada Para Pelapor yang masih bersikukuh bahwasannya
di Kabupaten Teluk Bintuni masih berlaku sistem kesepakatan
adat untuk menghadirkan ahli yang benar-benar tahu dan
memahami Hukum Adat Papua khususnya di Kabupaten Teluk
Bintuni, namun Para Pelapor tidak sanggup menghadirkannya.
Oleh karena itu, Dewan Etik berpegang pada Putusan
Mahkamabh;

Bahwa berdasar uraian pertimbangan di atas, mengenai
pemilihan di Kabupaten Teluk Bintuni adalah menggunakan
sistem pemilihan secara langsung, sehingga dalil Pelapor yang
menyatakan sistem pemilihan di TPS 1 Moyeba adalah

menggunakan hasil kesepakatan adat tidak terbukti. Oleh
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karenanya Dewan Etik menyatakan Hakim Terlapor tidak terbukti

melanggar Kode Etik dalam penanganan perkara a quo.

6. Kesimpulan dan Keputusan Dewan Etik

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan dalam butir 5 di atas, Dewan Etik

menyimpulkan dan memutuskan hal-hal sebagai berikut:

a. Kesimpulan:

1)

Pelapor memiliki legal standing untuk menyampaikan Laporan dan
Laporan memenuhi syarat untuk dilanjutkan dalam proses Rapat
Pemeriksaan Dewan Etik;

Dalam pokok isi Laporan:

e Tidak terbukti ada kelalaian dan kekurangcermatan yang dilakukan
oleh Hakim Terlapor dalam memeriksa, mengadili dan memutus
Perkara Nomor 101/PHP.BUP-XIV/2016, oleh karenanya tidak ada
pelanggaran Kode Etik;

e Bahwa berdasarkan praktik pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang
selama ini berlangsung di Kabupaten Teluk Bintuni tidak pernah
dilakukan sistem pemilihan melalui kesepakatan adat, sehingga dalil
Pelapor yang menyatakan sistem pemilihan di TPS 1 Moyeba adalah

menggunakan hasil kesepakatan adat tidak terbukti.

b. Keputusan

1)

2)

3)

Tidak ada pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh para Hakim
Terlapor Dr. Patrialis Akbar, S.H., M.H., Dr. Suhartoyo, S.H., M.H., dan
Dr. Wahiduddin Adams, S.H., M.A., dalam penanganan Perkara Nomor
101/PHP.BUP-XIV/2016;

Memulihkan nama baik Hakim Terlapor Dr. Patrialis Akbar, S.H., M.H.,
Dr. Suhartoyo, S.H., M.H., dan Dr. Wahiduddin Adams, S.H., MA;
Menolak permohonan Pelapor agar Dewan Etik mengusulkan

pembentukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.
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7. Kesimpulan dan Keputusan Dewan Etik ini dituangkan dalam Berita Acara
Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Abdul Mukthie Fadjar selaku Ketua
merangkap Anggota, Muchammad Zaidun dan M. Hatta Mustafa selaku
para Anggota, serta disampaikan kepada:

a. Pelapor;
b. Para Hakim Terlapor,

c. Ketua Mahkamah Konstitusi.

Jakarta, 13 Oktober 2016
DEWAN ETIK HAKIM KONSTITUSI
Ketua Merangkap Anggota,

AbdulMukthie Fadjar

Para Anggota

LS

Muchammad Zaidun M. Hatta Mugtafa
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